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KEPUTUSAN WALI NAGARI DURIAN¥SERIBU

NOMOR :1 12I29IKptき-WN.DS/V〇・2020

TBNTANG

PENETAPAN TIM PBLAKSANA

VERIFIKASI DATA TERPADU KESE.JAHTERAHAN SOSIAL

NAGARI DURIAN SERIBU TAHUN 2020

WALI NAGARI DURIAN SERIBU

Menimbang :　a.　bahwa sesuai dengan Peraturan Menteri Sosial nomor 28 tahun

2017　tentang Pedoman Umu皿　Verifikasi dan Validasi Data

Terpadu Penanganan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu,

Perlu dibentuk Tim Verifikasi Data Kesejahterahan Sosial (DTKS);

b.　bahwa dalam rangka menuI巾ang kelancaran pelaksanaan

Pemutakhiran DTKS pehu dituIjuk Tim Verifikasi yang terdiri

dari Pemeriksa, Operator SIKS-NG Q彿ine dan Verifikator

Sebagaimana tersebut pada point a, ditetapkan dengan

Keputusan Wali Nagari.

Meng血gat : 1,　Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan

Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi

Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

1956 Nomor 25) Jis UndangUndang Nomor 21 Drt. Tahun 1957

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) Jo

Undang-Undang Nomor　58　Tahun 1958 (IJembaran Negara

Republik Indonesia Tahun　1958　Nomor lO8, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643); ‘



2・　Undang∴Undang Iiiomor 17　Tahun　2003　tentang Keuangan

Negara (Ilmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO3 Nomor

47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

4286);

3.　Undang-Undang Nomor l l Tahun 2OO9 tentang KesQjahteraan

Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor

12, Tambahan I月mbaran Negara Republik Indonesia Nomor

4967);

4.　Undang - Undang Nomor 13 Tahun’2011 tentang Penanganan

Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol l

Nomor　83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5235);

5.　Undang-Undang Nomor　23　Tahun　2014　tentang Pemerintah

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun　2014

Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir

dengan Undang-Undang Nomor　23　Tahun　2O14　tentang

Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

20 1 5 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5679);

6.　Peraturan Pemerintah Nomor　96　Tahun　2012　tentang

Pelaksanaan Undang置Undang Nomor 25 Tahun 20O9　tentang

Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2OO5　Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia tahun Nomor 4593);

7・　Peraturan Pemerintah Nomor　39　Tahun　2012　tentang

Penyelenggaraan KesQjahteraan Sosial(Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 20 12 Nomor 68, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomq)r 5294); ,

8.　Peraturan Menteri Sosial Nomor O8　Tahun　2012　tentang

Pedoman Pendataan dan Pengelolaan Data Penyandang Masalah

Kesejahteraan Sosial dan Potensi Sumber KesQjahteraan Sosial

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2O 12 Nomor 567〉;

9.　Peraturan Menteri Sosial Nomor 28 Tahun 2017 tentang Pedoman

Umum Veri捌casi dan Validasi Data TeIPadu Program Penanganan

Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu;

10. Peraturan Menteri Sosial Nomor ll Tahun　2O19　tentang

Pengelolaan Data Terpadu KesQjahterahan Sosial;



11. PeI‘aturan Menteri dalam Negeri Republik Indonesia Nomor lll

Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa;　-

12. Peraturan Menteri dalam Negeri Republik Indonesia Nomor l 12

Tahun 20 14 tentang Pemilihan Kepala Desa;

13, Peraturan Menteri dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 84

Tahun　2015　tentang Susunan Organisasi dan Tata Ke重ja

Pemerintah Desa;

14. Peraturan Menteri dalan Negeri Repdblik Indonesia Nomor 44

Tahun 2O 16 tentang Kewenangan Desa;

15. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan

Transmigrasi Nomor ll Tahun　2019　tentang Prioritas

Penggunaan Dana Desa Tahun 2O2Q;

16.　Peraturan Daerah Provinsi Sumatera- Barat Nomor 7 Tahun 2018

tentang Nagari;

17. Peraturan Daerah Kabupa_ten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2O16

Tentang Nagari;

18. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir’Selatan Nomor 8 Tahun 2O16

tentang Pembentukan dan Susunan Peran如Daerah Kabupaten

Pesisir Selatan;

M田蘭町でUS繋AⅣ ;

Menetapkan :

KESATU　:　Penetapan Tim Pelaksana Veri紐租si Data Terpadu Kesejahterahan

Sosial Nagari Durian Seribu Tahun 2O2O sebagaimana tercantum

dalam lampiran dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari

Keputusan Wali Nagari ini.

Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud diktum KESATU secara

OPeraSional dilakukan oleh Wali Nagari Durian Seribu bekoordinasi

denga_n instansi terkait.

Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud dikmin KESATU mempunyai

tugas dan tanggung jawab, antara lain:

1.　Nagari menyiapkan Data Prelist dengan menggunakan SIKS-NG

α雅れe;

2.　Koordinasi Pelaksanaan kegiatan Verifikasi DTKS dengan Dinas

Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Kabupaten Pesisir Selatan;

3.　Koordinasi dengan instansi terkait;



4.　Melaporkan hasil Verifikasi ke Dinas Sosial, Pemberdayaan

Perempuan dan Per血ldungan Anak;

5.　Pemeriksa mempunyai tugas dan tangE叩ngjawab:

a. Memeriksa kebenaran hasil veri組kasi yang diserahkan oleh

Ve心慮kator sebelum dientri Operator SIKS-NG Cus勧e;

b. Bertanggung jawab atas keabsahan data;

6.　Operator SIKS-NG Q卿れe memPunyai tugas dan tanggungjawab:

C. Mengentrikan data sesuai prelist yang telah diisi dan di tanda

tangani serta di cap stempei;

d. Memperbaiki DTKS sesuai hasil veri能書aSi di lapangan;

e.Menyerahkan prelist dan hasil ekspor ke Dinas Sosial,

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten

Pesisir Selatan;
く

f. Bertang糾ng jawab atas kesesuaian¥ data yang diinput dengan

Prelist verifikasi

g. Mendokunentasikan form prelist yang ada dengan sebaik-

baiknya

7.　Verifikator mempunyai tugas dan tanggしmgjawab:

h. MenguIjungi Runah Tangga untuk memve血聞楓Si data sesual

Prelist

i, Bertanggung jawab atas kesesuaian data di prelist akhir

dengan data di lapangan.

KEEMPAT　:　Segala biaya akibat dikeluarhannya keputusan ini, dibeba皿kan pada

Anggaran Dana Nagari Tahun 2020.

KELIMA　:　Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkandi　: Durian Seribu



Lampiran : Keputusan Wali Nagari Durian Seribu

Nomor　: 112/29/Kpts-WN.DS/Vト2020

Tanggal : 26Juni2O20

′　　Tentang : Penetapan Tim Pelaksana Verifi】組Si Data TeIPadu

KesQjahterahan Sosial Nagari Duhan Seribu Tahun 2O20.

Susunan Tim Pelaksana Verifikasi Data Terpadu KesQjahterahan Sosial

Nagari Durian Seribu Tahun 2020
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